PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

a

NOMOR 72/Permentan/OT.140/10/2011

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, pengangkatan dan penempatan
penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan
kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penyuluh Pertanian, perlu
disusun rencana kebutuhan dan formasi jabatan fungsional
Penyuluh Pertanian yang digunakan sebagai usulan dalam
pengangkatan/pengadaan, dan  penempatan  Penyuluh
Pertanian;

bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk
menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor:
PER/02/MENPAN/ 2/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya perlu menetapkan
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4660);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 11;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negarg;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/O2/MENPAN/ 2/2008 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN FORMAS JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
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Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan
formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 3
(1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
(2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
bentuk Keputusan atau Peraturan Menteri.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 686
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